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5ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

fipaten Sumbawa, sebagai Penggugat;
melawan

IBRAHIM, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pungkit A,
Rt.002 / Rw. 002, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara,
Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 014/Pdt.G/2019/PA.Sub,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten

Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kabupaten Sumbawa, Nomor : 06/02/111/2011,

ahtara Penggugat dengan Tergugat tinggal
ugat Di Dusun Pungkit B, Rt.002 / Rw. 002,
Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Kurang
an Juli Tahun 2017.

tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
Al suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang

ar Awal bulan April Tahun 2011, ketentraman rumah tangga

ggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.
b. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang malas mencari kerja dan
tidak mau kerja.
c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Juli Tahun
2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini
antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan
Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
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alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
salahan Penggugat dengan Tergugat.

bayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Besar segera memeriksa dan mengadili

Wihkan putusan yang amarnya berbunyi :

3 a'in shugra Tergugat atas Penggugat.

péda hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
adap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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atas nama Penggugat yang di Keluarkan oleh
pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten
cukup dengan nazegelen dari Kantor pos
2Qut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
elis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
ien Sumbawa, Nomor 06/02/111/2011 Tanggal 16
[erai cukup dengan nazegelen dari Kantor pos
ebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Wajelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

pati binti Muhammad, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
gkit B RT.02 RW.02 Desa Pungkit Kecqmatan Moyo Utara
ablpaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun kemudian rumah tangga penggugat dan
tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan
Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam

rumah tangga dalam hal ekonomi dan tergugat malas mencari kerja;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak kini ada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan
tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan
Pengguagat;

- Bahwa saksi tahu karena Tergugat tidak jujur pada Penggugat
dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam dalam hal ekonomi;

- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun lamanya dan selama
perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya

sebagai suami kepada Penggugat;
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sudah berusaha untuk menasehati Penggugat

erusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi

ah tidak sanggup merukunkan mereka karena
ukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

ggugat menyatakan tidak akan mengajukan

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

jerpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
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ak ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
dan diputus secara verstek;
hsan pokok Penggugat mengajukan gugatan
tidak jujur pada Penggugat Tergugat malas’
idak bertanggungjawab dalam hal ekonomi
gugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat
tahun sampai sekarang, dan selama pisah
gugat sudah tidak ada komunikasi apalagi
afaimana layaknya suami-istri;
m{ eskipun Tergugat dianggap mengakui atau
2mbantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
adir di persidangan, namun karena perkara ini
giaka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
g€raiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
péing, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah
g@jtikan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta
nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat
tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh
karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama
Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2011, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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I|I yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
anya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

g, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
erangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. RAMA ADITIYA PUTRA PRATAMA umur 6 tahun berjenis kelamin laki-
laki belum sekolah;

2. SYAMSUL ARDI WINATA, umur 3 bulan berjenis kelamin laki-laki belum
sekolah;;

- Bahwa sekitar Awal bulan April Tahun 2011, ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:Tergugat suka
main perempuan / selingkuh.Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang
malas mencari kerja dan tidak mau kerja.Tergugat sering melakukan

KDRT terhadap Penggugat.
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elisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara

telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat

, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk
itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai
tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang

lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada mamfaatnya,
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nggugat untuk bercerai dari  Tergugat dapat

ertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

$3 awlasll proo wl> e pllasoll
dfsadatan itu adalah lebih utama dari pada

ama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,
diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai

wegausll plgs aroe gloiaus V Loy lgs zo il el azg il cacol 15l
wislall lgalla, 3iiuzg $e 0l uolall o allas Ol Ledjsz Laglliol
bogiu Mo Vilic jxc g puall cani I3l aisls aalls
Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan
keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah
tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada
hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun
tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
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t%patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
8p Penggugat;

1 eraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
ukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
h rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
an akad nikah baru;

k memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal
at pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HAMDANI BIN IBRAHIM)
terhadap Penggugat (SUPTIARINI BINTI SARAPUDDIN);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 481000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu ).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11




amah Agung Republik Indonesia

dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
ada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi
80 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Mujitahid,
blis, Doni Burhan Efendi,S.H.I. dan Hilman Irdhi
., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
peserta para Hakim Anggota tersebut, dan
m, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
A hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Mujitahid, S.H., M.H.

Hilman Irdhi

Pringgodogdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.
Panitera Pengganti,

TTD

Hj.Siti Maryam, S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  390.000,00

- Redaksi ‘Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
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